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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTRENJETIS


Jl. P. Diponegoro 91  Yogyakarta Kode Pos : 55231 Telp. (0274) 515788 Fax (0274) 515788

EMAIL : jt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE :www.jetiskec.jogjakota.go.id
KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA JETIS

NOMOR:        / KPTS/JT/ 2021

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI  KEMANTREN DAN KELURAHAN
PADA KEMANTREN JETISKOTA YOGYAKARTA
MANTRI PAMONG PRAJA JETIS
	Menimbang


	:


	a. bahwa setiap unsur organisasi perangkat daerah mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata KerjaKemantren dan Kelurahan, perlu disusun rincian tugas setiap unsur organisasi pada Kemantren Jetis.
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis Kota Yogyakarta.


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); 
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 64);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25); 
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA JETIS KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN RINCIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI KEMANTREN DAN KELURAHAN PADA KEMANTREN JETISKOTA YOGYAKARTA


	KESATU
	:
	Menetapkan Rincian Tugas Unsur  Organisasi  Kemantren dan Kelurahan Pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


	KEDUA
	:
	Rincian tugas unsur organisasi  Kemantren dan Kelurahan Pada Kemantren JetisKota Yogyakarta sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan rincian tugas  dari fungsi dan tugas pada unsur-unsur  organisasi pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.


	KETIGA
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
: Yogyakarta

Pada tanggal
: 1 Mei 2021
MANTRI PAMONG PRAJA JETIS

Drs. Sumargandi, M.Si
NIP. 19690312 198903 1 005

LAMPIRAN 
: KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA JETIS


NOMOR

:           / KPTS/JT/       / 2021

RINCIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI KEMANTREN DAN KELURAHAN PADA KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA
	NO
	UNSUR ORGANISASI
	TUGAS
	FUNGSI
	RINCIAN TUGAS

	1.
	Mantri Pamong Praja
	Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.
	a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;

b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;

c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;

d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;

f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;

g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaanpemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;

i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;

j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota; 
m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;

n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;

o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;

p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren; 
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;

r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan 
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren. 
	a. mengoordinasikan perencanaan,pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren; 

b. mengoordinasikan tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren; 

c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan umum di tingkat Kemantren; 

d. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren; 

e. mengoordinasikan pelayanan penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren; 

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota; 

i. mengoordinaskan pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren; 

k. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren; 

l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

m. mengoordinasikan penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren; 

n. mengoordinasikan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan 

o. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren. 



	
	
	
	
	

	2.
	Mantri Anom
	Menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren 


	a. pengoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan Kemantren;

b. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;

c. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengoordinasian program kegiatan jawatan;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;

e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Kemantren;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren; 
g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren; 
h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

i. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren; 
j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Kemantren;

k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Kemantren; 
l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;

o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Kemantren; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
	a. menyelenggarakan pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kegiatan Kemantren; 
b. program kegiatan kesekretariatan Kemantren; 
c. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;

d. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengoordinasian program kegiatan jawatan;

e. menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;pengelolaan keuangan dan aset;  perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren; 
f. menyelenggarakan pengoordinasian  fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren; 
g. menyelenggarakan pengoordinasian  pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren; 
h. menyelenggarakan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren; 
i. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat dan Kemantren; 
j. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat dam Kemantren; 

k. menyelenggarakan pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
l. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 



	
	
	
	
	

	3.
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren

	a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren; 
d. pengelolaan aset Kemantren;

e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren; 
f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;

g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;

h. penyiapan bahan Pengembangan kapasitas aparatur sipil Negara di lingkungan  Kemantren;

i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;

k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren; 
l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan; 
m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
	a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan  kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan, pengelolaan asset, kerumahtanggaan  administrasi kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, kehumasan, publikasi dan dokumentasi, ketatalskanaan,  Kemantren;
d. memfasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren; 

e. melaksanakan penyiapan bahan Pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan  Kemantren; 

f. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

g. melaksanakan pengelolaan dan pengkoordinasian  pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

h. melaksanakan  fasilitasi pelaksanaan kehumasan,  publikasi dan dokumentasi Kemantren;
r. melaksanakan  fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan Kemantren; 

i. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

j. melaksanakan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

k. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 




	
	
	
	
	

	4.
	Kasubbag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
	Melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren
	a. penyusunanperencanaankegiatanSubbagianKeuanganPerencanaanEvaluasidanPelaporan;

b. penyiapanbahanperumusankebijakantekniskeuangan,perencanaan,evaluasi,danpelaporan;

c. penatausahaankeuanganKemantren;

d. pengelolaanperbendaharaanKemantren;

e. pelaksanaanakuntansikeuangandanasetKemantren;

f. pelaksanaanverifikasipertanggungjawabankeuanganKemantren;

g. penyusunanpertanggungjawabankeuanganKemantren;

h. fasilitasi,koordinasi,dansinkronisasipengelolaandatadaninformasiKemantren;

i. fasilitasi
dan
koordinasi penyusunan perencanaan,pemantauan,evaluasi,danpelaporanKemantren;
j. fasilitasidankoordinasipelaksanaanreformasibirokrasidanbudayapemerintahan Kemantren;

k. fasilitasi
dan
koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internalpemerintahpadaKemantren;

l. fasilitasidankoordinasipengembanganzonaintegritasKemantren;

m. fasilitasidankoordinasitindaklanjuthasilpemeriksaan;

n. pengelolaanarsipSubbagianKeuanganPerencanaanEvaluasidanPelaporan;

o. pelaksanaanreformasibirokrasi,sistempengendalianinternalpemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahanpadaSubbagianKeuanganPerencanaanEvaluasidanPelaporan;

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada SubbagianKeuanganPerencanaanEvaluasidanPelaporan;

q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatanSubbagianKeuanganPerencanaanEvaluasidanPelaporan;dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
	a.melaksanakan penyusunan perencanaan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan  kegiatan Subbagian KeuanganPerencanaanEvaluasidanPelaporan; 

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi,danpelaporan;
c. melaksanakanpenatausahaankeuangan, pengelolaanperbendaharaan, pelaksanaanakuntansikeuangandanaset, pelaksanaanverifikasipertanggungjawabankeuangan dan penyusunanpertanggungjawabankeuanganKemantren

d. melaksanakanfasilitasi,koordinasi,dansinkronisasipengelolaandatadaninformasiKemantren;

e. melaksanakan fasilitasi
dan
koordinasi penyusunan perencanaan,pemantauan, evaluasi,danpelaporanKemantren;
f. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian KeuanganPerencanaan EvaluasidanPelaporan; 

g. melaksanakan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian KeuanganPerencanaan EvaluasidanPelaporan; dan

h. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 



	
	
	
	
	

	5.
	Jawatan Praja
	Melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang 


	a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja; 
b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum; 
e. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;

f. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;

g. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;

h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren; 
i. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren; 
j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum; 
k. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren; 
l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan;
m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja; 

o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja; 

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja; 

q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 


	a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; 

b. melaksanakan koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

c. melaksanakan  penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 

d. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum; 

e. melaksanakanTugas Pembantuan di bidang pemerintahan; 

f. melaksanakan koordinasi  penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan; pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren, evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren; fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum; 

g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang serta kebudayaan di tingkat Kemantren sesuai bidang tugasnya; 

h. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan; 

i. melaksanakan pengelolaan arsip Jawatan Praja; 

j. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja; 

k. melaksanakan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja; dan 

l. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 



	
	
	
	
	

	6.
	Jawatan Keamanan
	Melaksanakanpenyelenggaraansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidangketenteramandanketertibanumumditingkatKemantren
	a. penyusunanperencanaankegiatanJawatanKeamanan;

b. pengoordinasian
usulan musyawarah
perencanaan pembangunan
ditingkatKemantrensesuai dengan bidangtugasnya;

c. pelaksanaanpengawasanperizinandiwilayahKemantren
sesuaidengankewenangan;

d. pelaksanaanketugasanpengamanankantordanpengamananbarang inventariskantorKemantren;

e. pelaksanaan operasionalkegiatanketenteramandanketertiban umumdimasyarakat;

f. pelaksanaansebagiankewenanganyangdilimpahkanolehWalikotadibidangkeamanandanketertiban;

g. pemberdayaanpotensiperlindunganmasyarakatditingkatKemantren;

h. pelaksanaanTugasPembantuanoperasionalyangberkaitandenganpenanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertibanumum;

i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaanatau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan ketenteramandanketertiban;

j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatanmasyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah,PeraturanWalikota,KeputusanWalikota,danperaturanperundang-undanganlainnya;
k. pelaksanaanpembinaandanpengawasanperizinanyangmenjadi kewenanganKemantren;

l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan dibidangketenteramandanketertiban umum;

m. pengamanankegiataninsidentildanharibesardiwilayahKemantren;

n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yangtelahmempunyai kekuatanhukumtetap;

o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah daninstansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, danketertibanumumdiwilayah Kemantren;
p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yangbertugasdiKemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkatKemantrensesuaidenganbidangtugasnya;

r. pelaksanaanpengelolaanarsipJawatanKeamanan;

s. pelaksanaanreformasibirokrasi,sistempengendalianinternalpemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahanpadaJawatan Keamanan;

t. pelaksanaantindaklanjutlaporanhasilpemeriksaanpadaJawatanKeamanan;

u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatanJawatanKeamanan;dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangtugasnya.

	a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja kegiatan Jawatan Keamanan; 
b. melaksanakan koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 
c. melaksanakan  penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 
d. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang Keamanan dan Ketertiban; 
e. melaksanakanTugas Pembantuan di bidang Keamanan dan Ketertiban, penanggulangan bencana; 
f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kelurahan, instansi pemerintah daninstansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, ketertibanumum dan pemberdayaan potensiperlindungan masyarakatdiwilayah Kemantren;
g. melaksanakan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatanmasyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah,PeraturanWalikota,KeputusanWalikota,danperaturanperundang-undanganlainnya) dan bidang perizinan;
h. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai bidang tugasnya;

i. melaksanakan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan kegiatan ketenteramandanketertiban;
j. melaksanakan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yangtelahmempunyai kekuatanhukumtetap;
k. melaksanakanpengendalian teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yangbertugasdiKemantren;
l. melaksanakan pengamanankegiataninsidentildanharibesardiwilayahKemantren;
m. melaksanakan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
n. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan; 
o. melaksanakan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan; dan 
p. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 


	
	
	
	
	

	7.
	Jawatan Kemakmuran
	Melaksanakanpenyelenggaraansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidangperekonomiandanpembangunanditingkatKemantren
	a. penyusunanperencanaankegiatanJawatanKemakmuran;

b. pengoordinasiandanpenyelenggaraanmusyawarahperencanaanpembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarahrencanapembangunan;

c. pengoordinasianusulanmusyawarahperencanaanpembangunanditingkatKemantren sesuaidengan bidangtugasnya;

d. pelaksanaansebagiankewenanganyangdilimpahkanolehWalikotadibidangperekonomiandanpembangunan;

e. monitoringdanevaluasikegiatanperekonomiandanpembangunandiwilayahKemantren;

f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagangkakilima,dankelompokekonomiproduktifdiKemantren;

g. pelaksanaanTugasPembantuandibidangperekonomiandanpembangunan;

h. fasilitasipengembangandanpromosipotensiekonomiwilayahKemantren;
i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembanganteknologipertaniantanamanpangan,hortikultura,peternakan,perikanan,danperkebunanspesifik lokasi;

j. penyusunandanpelaporaninformasipembangunanKemantren;

k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana danprasaranaumumdiwilayah Kemantren;

l. penyusunan dan evaluasi dokumenperencanaan pembangunankewilayahanterintegrasi;

m. pengoordinasiandanpembinaankegiatanpeningkatandanpemeliharaansaranadanprasaranapelayananumumdiwilayahKemantren;

n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan 
kegiatan Kelurahan dibidangperekonomiandanpembangunan;

o. pelaksanaankerjasamadan   tanggung   jawab   sosial   perusahaanatau corporatesocialresponsibilitydalamkegiatanperekonomiandanpembangunan;

p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkatKemantrensesuaidenganbidangtugasnya;

q. pelaksanaanpengelolaanarsipJawatanKemakmuran;

r. pelaksanaanreformasibirokrasi,sistempengendalianinternalpemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahanpadaJawatan Kemakmuran;

s. pelaksanaantindaklanjutlaporanhasilpemeriksaanpadaJawatanKemakmuran;
t. pelaksanaanpemantauan,evaluasi,danpenyusunanlaporankegiatanJawatanKemakmuran; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangtugasnya.
	a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja kegiatan Jawatan Kemakmuran;

b. melaksanakan koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya dan tingkat Kemantren;

c. melaksanakan  penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya dan tingkat Kemantren;

d. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang perekonomiandanpembangunan;

e. melaksanakan monitoringdanevaluasikegiatanperekonomiandanpembangunandiwilayahKemantren;
f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagangkakilima,dankelompokekonomiproduktifdiKemantren;
g. melaksanakanTugas Pembantuan di bidang perekonomiandanpembangunan;
h. melaksanakan fasilitasipengembangandanpromosipotensiekonomi , pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembanganteknologipertaniantanamanpangan,hortikultura,peternakan,perikanan,danperkebunanspesifik lokasi di wilayahKemantren;
i. melaksanakan penyusunandanpelaporaninformasipembangunanKemantren; menyiapkan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana danprasaranaumumdiwilayah Kemantren; menyusun dan mengevaluasi dokumenperencanaan pembangunankewilayahanterintegrasi;
j. melaksanakan pengoordinasiandanpembinaankegiatanpeningkatandanpemeliharaansaranadanprasaranapelayananumumdiwilayahKemantren;
k. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan dibidangperekonomiandanpembangunan;
l. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai bidang tugasnya;

m. melaksanakan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan perekonomiandanpembangunan;
n. melaksanakan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran; 
o. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran; 
p. melaksanakan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran; dan
q. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 


	
	
	
	
	

	8.
	Jawatan Sosial
	Melaksanakan penyelenggaraan sebagianurusanpemerintahanyangmenjadikewenanganDaerahdibidangkesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi,pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan dibidangkebudayaan
	a. penyusunanperencanaankegiatanJawatanSosial;
b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkatKemantrensesuai dengan bidangtugasnya;
c. pelaksanaanpengoordinasiankegiatanpemberdayaanmasyarakatyangdilaksanakanoleh Kelurahan;
d. fasilitasikegiatanpemberdayaanmasyarakat;
e. pengoordinasianpembinaantekniskampung,LembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahan,dankelembagaansosial masyarakat;
f. penyiapanbahanpenetapankepengurusanLembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahan;
g. fasilitasikoordinasiterkaitdengankegiatanpemugaran,pemeliharaandan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaandiwilayah Kemantren;
h. pelaksanaansebagiankewenanganyangdilimpahkanolehWalikotadibidangkesejahteraanmasyarakat;
i. pelaksanaanmonitoringdanevaluasikegiatanpemberdayaanmasyarakat;
j. pelaksanaanTugasPembantuandibidangkesejahteraanmasyarakat;
k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayahKemantren;
l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan dibidangkesejahteraanmasyarakat;
m. pelaksanaankerjasamadan   tanggung   jawab   sosial   perusahaanatau corporatesocialresponsibility dalamkegiatankesejahteraanmasyarakat;
n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaanurusankeistimewaandibidangkebudayaanditingkatKemantren;
o. pengoordinasianpelaksanaansebagianurusankeistimewaanditingkatKemantrensesuaidenganbidangtugasnya;
p. pelaksanaanpengelolaanarsipJawatanSosial;
q. pelaksanaanreformasibirokrasi,sistempengendalianinternalpemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahanpadaJawatan Sosial;
r. pelaksanaantindaklanjutlaporanhasilpemeriksaanpadaJawatanSosial;
s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial;dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangtugasnya.
	a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja kegiatan Jawatan Sosial;
b. melaksanakan koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 
c. melaksanakan  penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
d. melaksanakanpengoordinasiandan melaksanakan monitoring pemberdayaanmasyarakatyangdilaksanakanoleh Kelurahan dan tingkat kemantren;
e. melaksanakan penyiapanbahanpenetapankepengurusanLembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahan dan pengoordinasianpembinaantekniskampung,LembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahan,dankelembagaansosial masyarakat;
f. melaksanakan fasilitasikoordinasiterkaitdengankegiatanpemugaran,pemeliharaandan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaandiwilayah Kemantren;
g. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang kesejahteraan masyarakat; 
h. melaksanakan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat; 
i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayahKemantren;
j. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan dibidangkesejahteraanmasyarakat;
k. melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren sesuai bidang tugasnya; 
l. melaksanakan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan kesejahteraan masyarakat;
m. melaksanakan pengelolaan arsip Jawatan Sosial; 
n. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial; 
o. melaksanakan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial; dan 
p. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 


	
	
	
	
	

	9.
	Jawatan Umum
	Melaksanakan penyelenggaraan sebagianurusanpemerintahanyangmenjadikewenanganDaerahdibidangpelayananumumditingkatKemantren
	a. penyusunanperencanaankegiatanJawatanUmum;
b. pengoordinasianusulanmusyawarahperencanaanpembangunanditingkatKemantren sesuaidengan bidangtugasnya;
c. pelaksanaan analisis
dan kajian teknis
perizinan yang menjadi kewenanganKemantren;
d. penerimaan,pemrosesan,penyiapanbahanpenerbitan,danpenyiapanbahanpembatalanperizinanyangmenjadikewenanganKemantren;
e. pelaksanaansebagiankewenanganyangdilimpahkanolehWalikotadibidangpelayananumum;
f. pelaksanaanTugasPembantuandibidangpelayananumum;
g. pelaksanaanpelayananadministrasiumumdanperizinan;
h. pencatatanadministrasiumumdanadministrasiperizinan;
i. penerbitansuratpengantarkelengkapanpernikahandanperceraian;
j. pengelolaanpengaduan/keluhandarimasyarakat;
k. pelaksanaanfasilitasi,pembinaan,danpengawasankegiatanKelurahandibidangpelayanan,informasi,danpengaduan;
l. pelaksanaankegiatankerjasamadantanggungjawabsosialperusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatanpelayananumum;
m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkatKemantrensesuai dengan bidangtugasnya;
n. pelaksanaanpengelolaanarsipJawatanUmum;
o. pelaksanaanreformasibirokrasi,sistempengendalianinternalpemerintah,zonaintegritas,ketatalaksanaan,danbudayapemerintahanpadaJawatanUmum;
p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada JawatanUmum;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatanJawatanUmum; dan
r. pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehatasansesuaidengan bidangtugasnya.
	a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan JawatanUmum; 
b. melaksanakan koordinasi usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 
c. melaksanakan  penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 
d. melaksanakan penerimaan,pemrosesan,penyiapanbahanpenerbitan,danpenyiapanbahanpembatalanperizinan, menyiapkan analisis
dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenanganKemantren;
e. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pelayanan umum; 
f. melaksanakanTugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;

g. melaksanakan pelayanan, pencatatan administrasiumumdanperizinan;
h. melaksanakan penerbitansuratpengantarkelengkapanpernikahandanperceraianmelaksanakan pengelolaanpengaduan/keluhandarimasyarakat;
i. melaksanakan fasilitasi,pembinaan,danpengawasankegiatanKelurahandibidangpelayanan,informasi,danpengaduan;
j. melaksanakan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan pelayananumum;
k. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantrensesuai dengan bidangtugasnya;
l. melaksanakan pengelolaan arsip Jawatan umum;
m. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
n. melaksanakan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum; dan 
o. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 


	
	
	
	
	

	10.
	Lurah
	Membantu Kemantren dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi dan pengaduan, perekonomian, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan
	a. penyelenggaraan perencanaan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan;

b. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum pada tingkat Kelurahan;

c. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan pada tingkat Kelurahan; 
d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan;

e. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan;

f. pengoordinasian upaya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 
g. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja di tingkat Kelurahan;

h. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan Kelurahan;

i. pelaksanaan sebagian kewenangan Mantri Pamong Praja yang dilimpahkan kepada Lurah;

j. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kelurahan; 
k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kelurahan; 
l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kelurahan;

m. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kelurahan;

n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kelurahan;

o. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelurahan; 
p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelurahan; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
	a. mengoordinasikan  penyelenggaraan perencanaan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan;

b. mengoordinasikan dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Kelurahan; kegiatan pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum; kegiatan perekonomian dan pembangunan; kegiatan pemberdayaan masyarakat; tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada tingkat Kelurahan;
c. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat Kelurahan; 
d. mengoordinasikanfasilitasi pelaksanaan upaya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

e. mengoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja di tingkat Kelurahan;
f. mengoordinasikan  pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan Kelurahan;
g. mengoordinasikan  pelaksanaan sebagian kewenangan Mantri Pamong Praja yang dilimpahkan kepada Lurah; 
h. mengoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kelurahan;

i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kelurahan;

j. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kelurahan;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelurahan;

l. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelurahan; dan

m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

	
	
	
	
	

	11.
	Sekretaris Lurah
	Membantu Lurah dalam menyelenggarakan kesekretariatan Kelurahan 


	a. penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat;

b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Kelurahan;
c. membantu Lurah dalam pengoordinasian program kegiatan seksi;

d. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kelurahan;

e. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Kelurahan; 
f. pelaksanaan pengelolaan aset Kelurahan; 
g. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Kelurahan; 
h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Kelurahan;

i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sekretariat Kelurahan; 
j. pelaksanaan fasilitasi kehumasan Kelurahan;

k. pelaksanaan fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kelurahan; 
l. fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kelurahan;
m. pengelolaan administrasi kepegawaian Kelurahan;

n. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara lingkungan Kelurahan;

o. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;

p. pelaksanaan pengelolaan keuangan Kelurahan;

q. pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan pencatatan aset Kelurahan; 
r. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kelurahan;

s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kelurahan;

t. fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kelurahan;

u. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Kelurahan;

v. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelurahan;
w. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Kelurahan;

x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan 
y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 


	a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat;

b. melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Kelurahan; 
c. melaksanakan pengoordinasian program kegiatan seksi di tingkat Kelurahan; 
d. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan; kearsipan; perpustakaan; akuntansi dan pencatatan asetKelurahan;

e. melaksanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Kelurahan; 
f. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Sekretariat Kelurahan; 
g. melaksanakan fasilitasi kehumasan, publikasi dan dokumentasi Kelurahan;

h. melaksanakan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kelurahan;

i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara lingkungan Kelurahan; 
j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; penyusunan pelaporan ketatalaksanaan; pengelolaan keuangan; data dan informasi Kelurahan;

k. fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kelurahan; 
l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Kelurahan;

m. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelurahan; 

n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Kelurahan; 

o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan 
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

	
	
	
	
	

	12.
	Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban
	Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kelurahan dibidang pemerintahan, ketenteraman, ketertiban, pelayanan, informasi dan pengaduan 


	a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; 
b. fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan; 
c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya; 
d. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan, ketenteraman, ketertiban, pelayanan, informasi, dan pengaduan; 
e. penyusunan dan pelaporan data profil dan data monografi Kelurahan; 
f. fasilitasi kegiatan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga; 
g. pelaksanaan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan; 
h. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan Kelurahan; 
i. pelaksanaan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
j. pengelolaan informasi dan pengaduan di Kelurahan; 
k. pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan; 
l. pengoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat; 
m. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan warga; 
n. pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris di Kelurahan; 
o. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana serta permasalahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 
p. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan; 
q. membantu Kemantren dalam pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. pelaksanaan pengelolaan arsip Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; 
s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; 
t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; 
u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; dan 
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 


	a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; 
b. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan; 
c. melaksanakan pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya;

d. melaksanakan pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan, ketenteraman, ketertiban, pelayanan, informasi, dan pengaduan; 
e. melaksanakan penyusunan dan pelaporan data profil dan data monografi Kelurahan; 
f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga, rukun warga dan pembinaan kerukunan warga di Kelurahan;
g. melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan Kelurahan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;pengelolaan informasi dan pengaduan di Kelurahan;

h. melaksanakan pengoordinasiandan fasilitasi pemberdayaan potensi perlindungan masyarakatdan kegiatan keamanan ,ketertiban masyarakat di Kelurahan; 
i. melaksanakan pengamanan kantor dan barang inventaris di Kelurahan; 
j. melaksanakan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana serta permasalahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 
k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan; membantu Kemantren dalam pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya; 
l. melaksanakan pengelolaan arsip Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; 
m. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; 
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; dan 
o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban; dan 
q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 



	
	
	
	
	

	13.
	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
	Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kelurahan dibidang perekonomian dan pembangunan 
	a. perencanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan kewilayahan di bidang perekonomian dan pembangunan;

d. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana di wilayah Kelurahan;

e. fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelimpahan sebagian tugas Mantri Pamong Praja kepada Lurah di bidang perekonomian dan pembangunan;

f. membantu kemantren dalam pengorordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya;

g. pelaksanaan pengelolaan arsip Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasana sesuai dengan bidang tugasnya.  
	a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

b. melaksanakan pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya;

c. melaksanakan fasilitasi kegiatan pembinaan kewilayahan di bidang perekonomian dan pembangunan;

d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana di wilayah Kelurahan;

e. melaksanakan fasilitasi kegiatan yang berkaitan denngan pelaksanaan pellimpahan sebagian tugas Mantri Pamong Praja kepada Lurah di bidang perekonomian dan pembangunan;

f. membantu Kemantren dalam pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya;

g. melaksanakan pengelolaan arsip Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

h. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerinah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

i. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kaporan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan

k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

	
	
	
	
	

	14.
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat
	a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

b. pengoordinasian usulan  musyawarah
perencanaan pembangunan
ditingkatKelurahansesuai dengan bidangtugasnya;
c. pelaksanaankegiatanpemberdayaanmasyarakatdiKelurahan;
d. pelaksanaanpembinaanteknisLembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahandanorganisasikemasyarakatanlainnyadiKelurahan;
e. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pemilihan kepengurusan LembagaPemberdayaanMasyarakat Kelurahan;
f. pelaksanaanfasilitasikegiatanLembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahan;
g. fasilitasipemberdayaanmasyarakatyangberkaitandengankegiatankepemudaan,olahraga,kesenian,kebudayaan,kesejahteraanmasyarakat,sosial,keagamaan,kesehatan,danpendidikan;
h. fasilitasikegiatanpenanggulanganpermasalahansosialdiwilayahKelurahan;
i. fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelimpahan tugasMantriPamongPrajakepadaLurahdibidangpemberdayaanmasyarakat;
j. membantuKemantrendalampengoordinasianpelaksanaansebagianurusankeistimewaanditingkatKelurahansesuaidenganbidangtugasnya;
k. pelaksanaanpengelolaanarsipSeksiPemberdayaanMasyarakat;
l. pelaksanaanreformasibirokrasi,sistempengendalianinternalpemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahanpadaSeksiPemberdayaanMasyarakat;
m. pelaksanaantindaklanjutlaporanhasilpemeriksaanpadaSeksiPemberdayaanMasyarakat;
n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatanSeksiPemberdayaanMasyarakat; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
	a. melaksanakan  penyusunanperencanaankegiatanSeksiPemberdayaanMasyarakat;
b. melaksanakan pengoordinasian
usulan musyawarah
perencanaan pembangunan
ditingkatKelurahansesuai dengan bidangtugasnya;
c. melaksanakankegiatanpemberdayaanmasyarakatdan pembinaanteknisLembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahandanorganisasikemasyarakatanlainnyadiKelurahan;
d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pemilihan kepengurusan LembagaPemberdayaanMasyarakat Kelurahan dan fasilitasikegiatanLembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahan;
e. melaksanakan fasilitasipemberdayaanmasyarakatyangberkaitandengankegiatankepemudaan,olahraga,kesenian,kebudayaan,kesejahteraanmasyarakat,sosial,keagamaan,kesehatan,pendidikan dan penanggulanganpermasalahansosialdiwilayahKelurahan;
f. melaksanakan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelimpahan tugasMantriPamongPrajakepadaLurahdibidangpemberdayaanmasyarakat;
g. membantuKemantrendalampengoordinasianpelaksanaansebagianurusankeistimewaanditingkatKelurahansesuaidenganbidangtugasnya;
h. melaksanakanpengelolaanarsipSeksiPemberdayaanMasyarakat;
i. melaksanakanreformasibirokrasi,sistempengendalianinternalpemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahanpadaSeksiPemberdayaanMasyarakat;
j. melaksanakantindaklanjutlaporanhasilpemeriksaanpadaSeksiPemberdayaanMasyarakat;
k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatanSeksiPemberdayaanMasyarakat; dan
l. melaksanakan  fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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